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TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang: a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa berdasarkan ketentuan pasa_l 63 ayat (2) peraturan
Pemerintah Nomor 5g Tahun 2O05 tentang pengelolaan
Keuangal Daerah darr pasal 39 peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa ka-li
terakhir dengan peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 21
Tahun 2Ol1 tentang perubahal Kedua atas peraturan
Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang
mengamanatkan bahwa pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Negeri
Sipil berdasarkan bebaa kerja;
bahwa berdasarkan hasil analisis beban keg.a yang
dilakukan oreh Tim penyusun Analisis pemberian
Tunjangan Kinerl'a pegawai Negeri sipil Daerah pada Dinas
Pendapatan pengelolaan Keuangan Da,, Aset Daerah
Kabupaten Tana Toraja, maka pegawai Negeri Sipil Daerah
pada Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kadupaten Tana Tora-fa dipandang layak untuk .

diberikan tambahan penghasilaa;

b

c bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b diberikan da.lam rangka penegakan
disiplin, mendorong profesionalisme, dan meningkatkan



Mengingat:

d.

e.

1.

2.

3.

4.

5.

kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tana Toraja;

bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai

Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

keadaan, sehingga Perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2O04 tentang

Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahu-n 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia llomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor A2,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol 1

tentang Perubahln Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 200.6 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2OIl tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Nomor 2 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengeliolaan Keungan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora,ia Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana

Tora.fa Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2OOa tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tana Tora.ja;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3' Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah

Pegawai Negeri sipil termasuk Calon pegawai Negeri sipil yang dipekerjakan
pada Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tana Toraja.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja
yang selanjutnya disingkat ApBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang dibahas dan disetujui bersama
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oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan DPRD Kabupaten Tana Toraja,

dan ditetapkan dengal Peratural Daerah.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,kewajiban,

tanggungiawab, wewenang dan hak seorang PNSD.

6. Beban ke{a adalah tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang

karena sifabrya menuntut PNSD yang bersangkutan melaksanakan tugas

yang melampaui beban kerja normal.

7. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keda yang selanjutnya

disingkat TP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD

yang dibebani pekeg'aan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai

melampaui beban kerja normal.

8. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara

sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai

falctor jabatan terhadap informasi falctor jabatan untuk menentukan nilai
jabatan dan kelas jabatan.

9. Jabatan strukturdl adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seor€rng PNSD dalam rangka

memimpin suatu satuan organisasi negara.

10. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNSD dalam satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan

tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka

lcedit.

11. Sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan (foctor euahtation systeml

adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot
pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-{alrtor jabatan.

12. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan
yang terdiri dari levellevel.

13. Nilai jabatan adarah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi
tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

14. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatanl

15. skor kehadiran PNSD adalah tingkat keh4diran pNSD dalam satu bulan
yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang.

16. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang
berwenang yang ada hubungannya dengan kedinasan.

lT.Tingkat kehadiran pNSD adalahjumlah kehadiran pNSD dalam satu bulan
yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
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18. Daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban keda

adalah daft;l. yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani

kuasa pengguna anggaran / pejabat pembuat komitmen/ Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan dan bendahara pengeluaran yang memuat nama PNSD'

jumlah kotor, potongan berdasarkan skor kehadiran ' potongan pajak serta

jumlah bersih Yang diterima PNSD'

19. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak- adalah surat yang dibuat oleh

Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran

untuk pembayaran tambahan penghasilan kepada PNSD telah dihitung

dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negard

apabila terdapat kelebihan pembayaran.

20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut sPP adalah

dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh Pejabat yang bertalggung jawab

atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran

atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya

diteruskan kepada pejabat penerbitan SPM yang besangkutan.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk

untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang

dipersamakan.

22. Cluti adalah keadaan tidak masuk ke{a yang diizinkan dalam jangka waktu
tertentu.

Pasal 2

(1) Maksud pemberian Tp adalah untuk memberikan penghargaan terhadap
penyelesaian beban keq'a serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan
dan kesej ahteraan pNSD.

(2) Tujuan pemberian Tp adatah:
a. tenrrrjudnya peningkatan etos, produltivitas dan prestasi keq.a

PNSD dalam pelaksanaan tugas_tugas kedinasan;
b. terwujudnya peningkatan disipiin pNSD; dan
c. terwujudnya pcningkatan kesejahteraan pNSD.

pasal 3
(1) Pemberian Tp didasarkan pada prinsip:

a. adil;

b. objekrif; dan

c. transparan;
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BAB II

PEMBERIAN TP

Pasal 4
(1) TP diberikan kepada 

'NSD 
di Lingkungan Dinas pendapatan pengeloraan

Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah:

a. PNSD yang mendapatl<an Tp atau sebutan lainnya dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara atau sumber pendanaan rain yang sah sesuai,
ketentuan Peratural perundalgan_undangan; dan

b. PNSD yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang
bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari_hari;

Pasai 5
(1) TP sebagaimana dimaksud daram pasar 4 ayat (1) dianggarkan setiap tahun

dalaru APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
telah mendapat persetujuan dari
Kabupaten Tana Toraja.

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

(2) TP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dalam bentuk uang
setiap bulan.

, pasal 6
(1) Pemberian TP sebagaimana dimaksud daram pasal 4 ayat (1) didasarkan

pada nilai jabatan dan kelas jabatan.
(2) Nilai jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh melalui penilaian suatu jabatan menggunakan sistem evaluasi
jabatan berdasarkan faktor jabatan (factor eualuation sgsteml.

(2) Prinsip ad, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkanbahwa Tp diberikan bag: semua pNSD secara proporsionar sesuai jenjangjabatan dan bobot pekerjaaal.
(3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf b dimaksudkanbahwa pemberian Tp didasarkan pada pembobotan peke4'aan pNS denganmenggunatan indikator yang pasti sesuai ketentuan peraturan perundang_

undangan yang berlaku
(4) kinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdimaksudkan bahwa pemberian Tp dilakukan melarui prosedur sesuai

ketentuan peraturan perundang_undangal yang berlaku.
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(3) Penilaian suatu jabatan sebagaimana dimkriteria: 
.*.*r wl,iauarrnana dimaksud pada ayat (21 dengan

a. penilaian jabatan struktural; dan
b. penil,aian jabatan fungsional.

(4) Penilaian jabataa struktural ssfagaiman4 dimaksud pada ayat (3) huruf amenggunakan faktor dan kriteria sebagai berjkut:
a. ruang lingkup dan dampal program berdasarkan rincian tugas jabatan;b' pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan has, analisis jabatan;c' wewena,g manajerial berdasarkan wewenang jabatan has, anarisisjabatan;

d. hubungan persona-l berdasarkan hubungan jabataa hasil ana-lisisjabatan;

kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitaa
dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan

e.

f. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam
melaksanalan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.

(5) Penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
menggunakErn faktor dan lciteria sebagai berikut:

ayat (3) huruf b

a. pengetahuan

jabatan;
yang dibutuhkan jabatan berdasarkan nncran tugas

b' pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat strukturar atau
pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;

c' pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan
untuk melakukan uraian pekerl'aan serta pertimbangan yang diperlukan;

d. kompleksitas berdasarkan kesulitan
melaksanakan pekeq'aan ;

dalam mengidentilikasi dan

e. ruErng lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekeq.aan dan dampa_k
dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;

f. hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara ,

berkomunikasi;

g' tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada huruf f
sesuai dengan hasil analisis jab?tan;

h' persyaratan frsik berdasarkan persyaratarr dan tuntunan fisik minimal
dalam pelaksanaan tugas Lerdasarkan hasil analisis jabatan; dan

i' lingkungan pekeg'aan berdasarkan kondisi keq'a hasil analisis jabatan.
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pasai 7
Pemberian fp sslagairnana dimaksud dalam pasal 4 yaitu:
a' jumrah maksimal Tp jabatan strukturar dan jabatan fungsionar umum/stafdihitung berdasarkan keLas jabatan yang ditetapkan untuk :

1. EselonII, kelasjabatan 14
2. Eselon III, kelas jabatan 1l sampai dengan kelas jabatan 12.
3. Eselon IV, ketas jabatan g sampai dengan kelas jabatan 9.
4. Jabatan fungsional umum/staf, kelas jabatan I sampai dengan kelasjabatan 7.

b' besaran Tp dapat saja berubah sesuai kemampuan Daerah ataupertimbangaa lain mengenai tugas yang diberikan kepada pNSD yang
bersangkutan untuk dapat diiadikan perbandingan dalam memberikari
tambahan penghasilan sesuai bebar kerja masing-masing unit organisasi.

c' Estimasi besara, Tp .NSD Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan da,
Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja hasil analisis beban keqia sebagaim6l2
dimaksud pada huruf a tercantum daram lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

pasal g
(1) Pembayaran Tp d'akukan I (satu) buran sekali pada awat bulan

berikutnya.

(2) Pembayaran Tp sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diperhitungkan sejak
bulan Januari tahun berkenaan.

(3) Setiap pembayaran TP dikenakan pajak penghasilan (pph) pasal 2l sesuai
ketentuan peraturan perundang_undangan yang berlaku.

Pasal 9
(1) Khusus penghitungan TP untuk bularr Desember dibayarkan pada bulan

berkenaan.

(2) Pembayaran TP pada bulan Desember sebagai6ana dimaksud pada ayat (1)
trerpedoman pada ketentuan perundang_undangan yarlg berlaku.

pasal lO
Pembayaran Tp dibayarkan secara langsung kepada pNSD melalui rekening
Bendahara pengeluaran pemtanL atau Bendahara Gaji.

Pasal 11
(l) Untuk penerbitan SpM Tp, Spp dilengkapi dengan:

a. Daftar Perhitungan Tp;



b. Daftar Hadir Keg'a;

c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak.
d. Surat Setoran pajak pph pasal 2l; dan
e. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

(2) Bentuk Daftar perhitungan Tp .NSD Dinas pendapatan pengelorraan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tercantum dalam l,ampiran II dan merupaftar bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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Pasal 12

diangkat dalam jabatan struktural baru, maka
(l) Dalam hal PNSD

pembayaran TP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam-
surat perintah melaksanakan tugas.

(2) Apabila tanggal efektif sebag,imana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
a. sebelum tanggal 6 (enarn), maka pembayaran Tp untuk jabatan

struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
b' mulai tanegal 6 (enam), maka pembayaran Tp untuk jabatan struktural

baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutrya.

Pasal 13

Pembayaran TP bagi caron pNSD diperhitungkan mulai buran ketujuh sejak
yang bersangkutan mulai bekeda.

Pasal 14

Pembayaran TP bagi PNSD non struktural yang mutasi masuk ke ringkungan
Dinas Pendapatan Pengerolaan Keua,gan dan Aset Daerah diperhitungkan
mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

BAE} III
PEMOTONGAN TP

Pasal 15
(1) TP berdasarkan beban kerja yang diterima oleh pNSD dipengaruhi oleh skor

kehadiran PNSD.

(2) Skor kehadiran PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (r) ditentukan
berdasarkan indikator kehadiran pNSD yang meliputi:
a. terlambat masuk keqia dan/ atau tidak apel;
b. pulang sebelum waktunya; dan
c. tidak masuk bekerja;
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(3) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pNSD, dinas luar dan cuti
tahunan dihitung sebagai hari masuk keg'a sedangka. cuti diluar cuti
tahunan, izin, dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.

(a) Jumlah lamanya hak cuti tahunan pNSD sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) PNSD yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang
menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/ atau
manual pada jam masuk dan/ atau jam pulang, tidak dilakukan
pemotongan tunjangan beban ke{a, kecuali yang melakukan tugas
kedinasan di dalam kota kecamatan Makale.

(2) Tugas kedinasan di ruar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan langsung.

Pasal 17

(l) Metode penghitungan skor kehadiran pNSD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran
sebagai berikut:

a. terlambat dan/ atau pulang mendahului rS(rima belas) menit s.d. 3O(tiga
puluh) menit :

Skor I = O,25 7o x jumlah hari keterlambatan dan/ atau jumlah tidak
apel dan atau pulang mendalrului;

b. terlambat dan/ atau pulang mendahului lebih dari 30 (Liga puluh) menit
sampai dengan 60 (enam puluh) menit:
Skor 2 = O,7 5o/o x jumtah hari keterlambatan dan atau pulang
menda.l.ului;

c. terlambat dan/ atau pulang mendahului lebih dari 60 (enam puluh)
menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit pertama:
Skor 3 = 1,57o x jumlah hari keterlambatan dan atau pulang mendahului;

d. terlambat dan atau pulang mendahului rebih dari 120 (seratus dua
puluh) menit; -

Skor 4 = 2Yo x jurr,lah hari keterlambatan.dan atau pulang mendahului;
e. tidak masuk bekerja:

Skor 5 = 47o x jumlah hari tidak masuk bekeq.a.
(2) Dikecualikan dari ketentuan pasal 15 ( lima belas), bagi pNSD yang tidak

masuk bekery'a karena menjalani cuti sakit atau cuti bersarin dilakukan
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pemotongan skor kehadiran sebesar 2,So/o x jumlah hari kerja menjalani
cuti sakit dan/ atau cuti bersalin.

(3) Skor kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

Skorkehadiran = lO0o/o - (lskor )%.
(4) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pNSD berdasarkan

beban kerja adalah TP Satu Bulan dikurangi (f, Skor)% x Tp
(5) Daram ha] PNSD tidak masuk kery'a secara terus-menerus pada hari kerja

yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka skor kehadiran dialggap nol.
(6) Format daftar perhitungan skor kehadiran pNSD tercantum dalam lampiran

III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 18

(1) Jam keg'a PNSD Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sesuai dengan jam keda yang berlaku di pemerintah Daerah Kabupaten
Tana Tora-ja.

(2) Jam kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (r) dilaksana-kan dengan
ketentuan:

a. apabila dalam tenggang waktu jam kerja masih ada pekedaan yang
harus diselesaikan sesuai dengan beban tugas hari itu yang diberikan
oleh atasan langsung, maka pekefaan tersebut wajib diselesaikan hari
itu tanpa adanya perhitungan lembur kerja kecuali makan keda lembur
jika pekerjaan tersebut minimal diselesaikan 2 (dua) iam setelah waktu
normal kerja selesei; dan

b. penyelesaian pekeq'aan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
disertai dengan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang.

(3) PNSD wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem hadir
elektronik.

(4) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat masuk kerja dan pada saat pulang ke{a.

(5) Pengisian daftar hadir dapat dilalukan secara manual dalam hal :

a' sistem kehadiran elektronik mengalami keru sakan / tidak berf'ungsi;
b. te{adi keadaan mema}sa ( force majeurel;

c. apabila PNSD belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik.
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BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tana Toraja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2O

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Toraja

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai

Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keualgan dan Aset

Daerah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Jan:uai 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

padatanggal /0 j"t'; )ot(
11 I'

^4I

i*
*

TANA TORA"I

FILUS ALI,ORERUNG
1-

.4

Diundangkan di Makale

pada \ Yu tos

S DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA,

MA

H

E
t\

-DAERAH 
KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2015 NOMOR: \t



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PAOA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA

ESTIMASI BESARAN TP PNSDDINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Kelas Jabatan Nilai Jabatan
lndeks Nihi Harga

Jabatan
Tunjangan 30% dari Beban

Kerja

14 2925 Rp 9.302 Rp 8.162 505

13 2553 Rp 9 302 Rp 7.124 402

12 2280 Rp 9.302 Rp 6 362 568

11 2060 Rp 9.302 Rp '5.748.636

'10 1728 Rp 9.302 Rp 4.822.1s7

o 1430 Rp 9 302 Rp 3 990 558

I 1300 Rp 9.302 Rp 3.627 780

7 885 Rp 9.302 Rp 2.469.681

6 685 Rp 9.302 Rp '1.91 1 561

535 Rp 9.302 Rp 1 492.971

4 440 Rp 9.302 Rp 1.227.864

J 340 Rp 9.302 Rp 948 804

2 273 Rp 9.302 Rp 761 834

1 215 Rp I302 Rp 599.979

TITANA TORAJA, f
{

I "THEOFILUS ALLORERUNG



(9
z
tI!toJJ
ofJ

\Y
-,
doF
z
F

-

R#:<
=o(!p
au
-u)E<Uz

E5-z
Bo
6<
HU
Oz
d)d

='> J
<9
EU
5F
a,z 4as?

d -<F
E E?*
Z z<tt)a < 21-
= (ro;l
k -ur<5(L 

=o(DA Etrg
zLL
a(,)zi6s
o_<zuJ(.)ulYZF

(!
(!
EoE
E
o)
m

o

-t-

E,
tu

o
Flll
U'

z
o
z
(,z
l
lu
Y
z
JoJ
U<
Aso-6
zt
f,sse
<Fozz\)ul l-o.S
o*<6
=<OY
o
U'z
o-
o-F
z
oz
JtI
d,
ul
.L
E,

F
ll
o
Y
lFz
u.t
m

.gz
o
E(!z

(!
E
E.szz

:<
(L
(LiF(!(I

=t
d

J

(I,
tr6.9z.z

(I
Y
co
o
o)
C')c'5(

-co(Ec
gh
6h>dz

5
ao

o
F
t--

gEa
E h(r
:6-

N

N
I
(L
o-

aEgr:
<ErFF6
sY
c(Eo-Y
EP
co i-

o

c
Eg
-eE S.:-c-F()

o)

s
o
<9

ap
(5'a
=F

@

'6
EoEoPEl( o6
€-s

f.-

c.-(us6z€
-.,

@

c(,(E
..:v (5v€ (o

Eg
(o
-o(I,..,

(L
z

o
E
(5
z.

N

o
z. IIIIIlr



oz
ft
lrJt
oJJ
3h
lJ
IL

?t
oF
z
F

F

zz
o
F

:o:<
:o-6

9'.gE;o,.i: o

\

z
E
6:R<6'
- r-'l

Fq-<P
6=
z.
tr

F.

x

=(J
c
(o,=
6(,
.D
.E
J(J

a!

F -
N

oN Pco

N o

o
N

@

.:
OJ

;R
(o f,c

OJ

N
o

(o

s

EoY

f,

E
z
E

o
E
co
z
G,
6
I

o
tr

F

(,z
tr

o)

E
i=
o

v
q)

c!
o

o-
z

z
N

oz

ilI
ilI
I lll

lilt
lil[

lIl

I
II

oo
z.
.L
z
d.
6
I
ul
Y
Eo
Y
U'
z
oz
ftI
E
IU
(L
t
F
]L

o
F

=do
ll-

I5r
frE
xffi:<!o
O- ;-au
-afi5
EE
=z?o
ri{
EE
clzs{
<9
EU
5"tu

fr?i
4 r<Fx fi25tr >uJ<

Z z<aF: <zt
E fi?$(L 

=OcoB -fiS$
ZLL6,)
)tZi6s
o-<ztuurxYZt

=z
t
o-

J

zI
f'i


